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ABSTRAK

HEMA MALINE PATIGAI (B011 19 1260) dengan judul “Alternative
Dispute Resolution sebagai Primum remedium Dalam Upaya
Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep”. Di bawah
bimbingan dan arahan (Dr. Andi Tenri Famauri R) sebagai Pendamping dan
(Dr. Muhammad llham) sebagai Ketua Program Studi llmu Hukum.

Tanah merupakan komoditas yang berharga dan menjadi incaran
setiap orang untuk memilikinya. Pembangunan jalur kereta api Trans
Sulawesi merupakan proyek strategis nasional dan merupakan salah satu
rencana induk pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional. Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang dilalui jalur
kereta api. Namun, 2 kecamatan mengajukan keberatan karena proses
sengketa tanah, yaitu kecamatan Minasatene dan Ma'rang. Masyarakat
pada umumnya memberikan respon negatif terhadap pengadaan tanah
karena indikator penilaian ganti rugi tanah yang tidak transparan sehingga
sulit untuk mencapai kesepakatan antara masyarakat yang terkena dampak
dan instansi pemerintah terkait. Jenis penelitian ini adalah metode
campuran. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne.
Pengumpulan data dilakukan secara online dan offline dengan
menggunakan kuesioner dan instrumen Focus Group Discussion yang
dianalisis menggunakan deskriptif persentase dan deskripsi argumentatif.
Berdasarkan analisis data disebutkan bahwa pengadaan tanah rel di
Kabupaten Pangkep telah memberikan dampak yang signifikan bagi
masyarakat, pengadaan tanah rel telah mempengaruhi kondisi sosial
masyarakat, mulai dari penetapan ganti rugi tanah, kehilangan lahan
produktif yang menjadi sumber penghidupan. masyarakat. Model
penyelesaian penelitian ini mengedepankan konsep Alternative Dispute
Resolution (ADR) sebagai primum remedium atau solusi alternatif dalam
penyelesaian sengketa karena metode penyelesaian sengketa merupakan
bagian dari norma kehidupan sosial dengan memperhatikan kondisi atau
kebiasaan masyarakat setempat..

Kata Kunci: Sengketa, Ganti rugi, Alternative Dispute Resolution,
Primum Remedium
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ABSTRACT

HEMA MALINE PATIGAI (B011 19 1260) dengan judul “Alternative
Dispute Resolution sebagai Primum remedium Dalam Upaya
Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep”. Di bawah
bimbingan dan arahan (Dr. Andi Tenri Famauri R) sebagai Pendamping dan
(Dr. Muhammad llham) sebagai Ketua Program Studi llmu Hukum.

The land is a valuable commodity and is a target for everyone to own. The
construction of the Trans Sulawesi railway line is a national strategic project
and is one of the infrastructure development master plans of South Sulawesi
Province and the National. Pangkep is one of the districts traversed by the
railway line. However, 2 sub-districts submitted objections due to the land
dispute process, namely Minasatene and Ma'rang sub-districts. The
community in general gave a negative response to the land acquisition due
to the non-transparent land compensation assessment indicators making it
difficult to reach an agreement between the affected communities and the
relevant government agencies. This type of research is a mixed method.
This research is located in Ma'rang and Minasate'ne Districts. Data
collection was carried out online and offline using questionnaires and Focus
Group Discussion instruments which were analyzed using descriptive
percentages and argumentative descriptions. Based on data analysis, it is
stated that the acquisition of railroad land in Pangkep Regency has had a
significant impact on the community, the acquisition of railroad land has
affected the social conditions of the community, starting from the
determination of land compensation, loss of productive land which is a
source of livelihood. society. This research settlement model puts forward
the concept of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a primum remedium
or alternative solution in dispute resolution because the dispute resolution
method is part of the social norms of life by taking into account the
conditions or habits of the local community.

Keywords: Dispute, Compensasion, Alternative Dispute Resolution,
Primum Remedium
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan Program

Lahan termasuk komoditi terpenting sebagai sumber daya yang
dapat diolah atau sebagai tempat tinggal. Lahan yang memiliki
keanekaragaman fungsi mengakibatkan timbulnya persaingan dalam
pemanfaatannya'. Kebutuhan akan lahan non pertanian yang cenderung
terus mengalami peningkatan berupa pembangunan infrastruktur seiring
pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia.

Pembangunan dalam perspektif sosiologi adalah cara
menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan 2
Pelaksanaan pembangunan nasional berupa fasilitas untuk kepentingan
umum memerlukan pembebasan lahan yang sangat luas. Tanpa adanya
lahan, pembangunan hanya akan menjadi rencana 3. Salah satu
pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini diusung adalah

pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi yang membutuhkan

" Mamesah, A, S., Sondakh, L, X, M., Rori, I, P, Y, “Kajian Pembebasan Lahan
Oleh PT. Pertamina Gheotermal Energy Terhadap Nilai Lahan Di Desa
Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat”, Jurnal Agri-Sosioekonomi.
Vol.16, Nomor 2, Mei 2020, him. 23.

2Jamaludin, N, A, 2016, Sosiologi Pembangunan. Edisi ke 1, Pustaka Setia.
Bandung, him.21.

3 Bustomi, A, “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum”, Jurnal Solusi, Vol. 16, Nomor 3, September 2018, him.
241.




pelepasan tanah di wilayah Kabupaten Pangkep. Terdapat dua kecamatan
yang berperkara di pengadilan dan mengajukan permohonan keberatan
untuk menuntut ganti rugi yang tidak sepadan dengan yang diajukan Tim
Appraisal yaitu Kecamatan Minasatene dan Ma’rang. Persoalan ganti rugi
tanah menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pembebasan
tanah yang seringkali berakibat pada munculnya sengketa tanah *
.Penetapan ganti rugi atas bangunan dan tanaman dapat berbentuk uang,
tanah atau fasilitas-fasilitas lain®. Pada dasarnya pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dilaksananakan dengan pemberian ganti kerugian yang
layak dan adil, sebagaimana pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012°.

Secara umum masyarakat memberikan respon negatif terhadap
pembebasan lahan di Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne. Indikator
penilaian ganti rugi lahan yang tidak transparan kepada masyarakat di
kecamatan tersebut menyebabkan masyarakat tidak sepakat terkait ganti

rugi lahan. Konsinyasi sebagai metode yang digunakan adalah penitipan

4 Haryanto, E, Y, “Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Tanah Untuk
Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung Di Kabupaten
Karawang”, Jurnal Palar (Pakuan Law Review). Vol. 6, Nomor 2, Juli-
Desember 2020, him.70

® Syari, | 2020,“Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan
Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Pangkep”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar.
him.18.

® Pradana, K.A. 2018, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Yang Berkeadilan”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Malang, him.6




uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri’. Konsinyasi menjadi
metode serta solusi yang digunakan instansi pemerintah terkait keberatan
yang diajukan oleh masyarakat pemegang hak ganti rugi lahan di
Kabupaten Pangkep. Mekanisme konsinyasi dalam menyelesaikan konflik
pengadaan tanah justru menimbulkan kesewang-wenangan pemerintah
dalam pengambilan hak atas tanah masyarakat®.

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur definisi Alternative
Dispute Resolution (ADR) yang menyatakan proses penyelesaian sengketa
di luar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli dimana mekanisme ini merupakan bagian dari norma sosial
yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat®.

Sinileke dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar
membahas solusi pemerintah bersama instansi terkait yang harus
mendengarkan keluhan masyarakat setempat yang terkena dampak
pengadaan tanah'®. Peneltian serupa oleh Pratiwi menguraikan terkait

konsep pendeketan secara persuasif dengan memberikan penjelasan

" Rusli, T,“Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah”,
Jurnal Keadilan Progresif. Vol.9, Nomor 1, Maret 2018, him.19.
8 Zuliyah, S. 2019, “Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah’,
Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, him.60.
Permatasari, M, “Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna
Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan
Sosial”, Jurnal Notarius, Vol.12, Nomor 1, Juni 2019, him.90.
'% Sinileke, A, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepntingan Umum di Kota Makassar”, Jurnal Al-
Qadau. Vol.4, Nomor 1, Juni 2017, him.43.

9




tentang pemahaman mengenai fungsi sosial tanah oleh panitia pengadaan
tanah untuk meyakinkan masyarakat''. Kedua penelitian ini memiliki fokus
berbeda, namun tidak membahas secara khusus terkait solusi atau metode
yang dibutuhkan masyarakat lokal. Selain itu, dalam skala internasional
penelitian yang dilakukaan oleh Zuliyah menyimpulkan bahwa peningkatan
kapasitas negosiasi dan pemberdayaan masyarakat lokal amat diperlukan
untuk melindungi hak masyarakat terhadap pembangunan insfrastruktur di
masa mendatang'2.

Penelitian ini merekomendasikan metode Alternative Dispute
Resolution untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai primum
remedium atau jalur paling utama dan awal yang harus ditempuh dalam
menyelesaikan sengketa lahan untuk mewujudkan konsep win win solution
dengan penekanan pada kesesuaian kebiasaan, keadaan dan norma sosial
yang hidup di masyarakat di Kabupaten Pangkep. Pada Undang-Undang
No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum akan
ditambahkan tahap Alternatif Dispute Resolution apabila belum mencapai
kata sepakat terhadap hasil musyawarah penetapan ganti rugi melalui

rekomendasi kepada pemerintah dan Instansi

" Pratiwi, F. 2019. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur
Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Di Kelurahan
Krobokan”. Konferensi limiah Mahasiswa Unissula (Kimu). 18 Oktober 2019.
Semarang. Indonesia:34.

12 Zuliyah, Loc. cit.




B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten
Pangkep?

2. Bagaimana konstruksi Alternative Dispute Resolution yang efektif
sebagai primum remedium dalam menyelesaikan pembebasan
lahan rel kereta api di kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di
Kabupaten Pangkep.

2. Mendeskripsikan model konstruksi Alternative Dispute Resolution
yang efektif sebagai Primum Remedium dalam menyelesaikan
pembebasan lahan rel kereta di kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat dalam peningkatan kekayaan

literatur dan sumber ilmiah bagi permasalahan utama pembebasan lahan
rel kereta api di Kabupaten Pangkep, serta menjadi sarana bagi

mahasiswa dalam pengamalan tri darma perguruan tinggi.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Previous Studies

Evayani dalam penelitiannya telah membahas mengenai kesesuaian
kebijakan ganti rugi menurut peraturan perundang-undangan dengan fakta
lapangan yang ada '®. Selain itu, penelitian oleh Syari mengungkap
ketidakpuasan masyarakat terdampak terhadap proses pengadilan yang
ditempuh atas keberatan ganti rugi didasari oleh fakta bahwa hakim dalam
menerima perkara mengungkap bahwa masyarakat sebagai pemohon tidak
menguasai perkaranya, seperti tidak adanya aprisal pembanding yang
diajukan oleh pemohon yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan
untuk hakim™,

Berdasarkan penelitian yang telah ada, ditemukan kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan antara das sein dan das sollen yang
diharapkan, peraturan perundang-undangan vyang tidak berjalan
sebagaimana mestinya, beberapa oknum tidak memberikan ganti rugi yang
layak dan adil, serta pengadilan sebagai jalur penyelesaian sengketa
kurang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat hingga akhirnya

menghambat pembebasan lahan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai

'3 Evayani. 2021. “Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur
Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar.

4 Syari, Op.cit, him.75.



bentuk kebaharuan, maka penelitian ini merekomendasikan sebuah solusi
terhadap permasalahan yang masih terjadi dan belum terselesaikan salah
satunya yakni di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Solusi
yang ditawarkan berupa kajian akademik untuk merekonstruksi peraturan
perundang-undangan terkait dengan tujuan untuk melegalkan
penyelesaian sengketa jalur non ligitasi atau diluar pengadilan sebagai
primum remedium atau jalur utama dalam menyelesaikan sengketa tanah
yang dianggap lebih mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing
pihak yang berujung pada win-win solution.
B. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman

Secara umum, efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesesuaiannya
terhadap dinamika masyarakat karena hukum merupakan jawaban atas
banyaknya proses penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan
kondisi sosial masyarakat. Secara substantif, Alternative Dispute
Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa non ligitasi merupakan
bentuk efektifitas hukum sebagai solusi penyelesaian sengketa melalui
kekeluargaan yang memberikan win-win solution'. Solusi ini sejatinya
mendukung teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M.
Friedman yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi
penentu dalam peran hukum sebagai mekanisme penyelesaian

permasalahan vyaitu terdiri atas struktur hukum (legal structure),

'® Sugianto, A.F., Marpaung, H.S.D, “Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya
Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual’, Jurnal Meta-
Yuridis, Vol. 5, Nomor 1, Maret 2022, him.2.



substansi/materi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal
culture)'®. Dalam hal ini ADR merupakan salah satu sifat efektivitas hukum
yang berada pada ranah substansi/materi hukum dan budaya hukum.
C. Kendala Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di
Pangkajene dan Kepulauan
Rencana pembangunan jalur kereta api Pulau Sulawesi telah tertuang
pada kebijakan Kementerian Perhubungan berdasarkan hirarki dan
wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Proyek kereta
api yang membentang 144 km dari Makassar hingga Parepare dimulai pada
tahun 2015 dan di prediksi beroperasi pada tahun 2019, hingga kini masih
belum rampung. Di kabupaten Pangkep terkhusus di Kecamatan
Minasate’ne dan Marang mengajukan permohonan keberatan dan saat ini
masih berperkara di Pengadilan. Kendala yang dihadapi adalah munculnya
penolakan masyarakat atas penetapan harga ganti rugi lahan yang dinilai
dibawah harga pasaran yakni berkisar 75.000 permeter persegi. Harga
tersebut dianggap terlalu murah, sebab pembebasan lahan tersebut jelas
akan mematikan mata pencaharian masyarakat terdampak yang sebagian
besar berprofesi sebagai petani. Sehingga, warga menolak dan
mempertahankan lahannya (sawah, empang, kediaman ataupun kebun)

sebelum adanya ganti rugi yang disepakati bersama'’. Undang-undang No.

'8 Yanuari, F.S., Kusuma, D.P.R.W, “Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum
Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”, Jurnal
Padjajaran Law Review. Vol.8, Nomor 2, April 2021, him.30.

7 Syari, Op.cit., him.79.




2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan,
menegaskan bahwa: 1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pembangunan dan kepentingan masyarakat; 2) Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang
layak dan adil. '® Sehingga, kendala penetapan ganti rugi masyarakat
pemilik lahan dan masalah lain sebagai dampak pembebasan lahan untuk
pembangunan seharusnya dapat diselesaikan diluar jalur pengadilan
seperti Alternatif
D. Alternative Dispute Resolution sebagai Primum Remedium
dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Pembangunan Rel Kereta
Api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan forum penyelesaian
sengketa tanah yang melibatkan antara orang dengan orang lainnya atau
dengan suatu badan hukum yang berhak atas suatu hak atas tanah, atau
antara badan hukum yang satu dengan yang lainnya.'®. Pada dasarnya
ADR dapat mewujudkan win-win solution yang relatif sulit diwujudkan dalam
penyelesaian sengketa di jalur pengadilan. Hal ini disebabkan karena
proses peradilan menggunakan pendekatan gugatan contentiosa, dengan

hasil akhir adanya suatu putusan Majelis Hakim yang mengandung putusan

'® Asdar, Khalik, S. “Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api”. Jurnal
Siyastun, Vol. 2, Nomor 2, Mei 2020, him:298-300.

' Santoso, U, 2019, Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, Edisi ke-1,
Kencana Prenada Media, Jakarta, him.14.




menang-kalah (win-lose) yang dianggap kurang mengakomodir
kepentingan masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan penyelesaian sengketa dapat
dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) yang dilakukan di

luar pengadilan (ordinary court).?°

2 Margono, S. 2018. Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute
Resolutions (ADR), Edisi ke 3, Ghalia Indonesia. Bogor, him.35
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BAB llI

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepualuan,
Provinsi Sulawesi Selatan, secara khusus pada Kecamatan Ma’rang dan

Kecamatan Minasate’'ne.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para masyarakat terdampak
pembebasan lahan rel kereta api khususnya di Kecamatan Ma’rang dan
Kecamatan Minasate’'ne Staf Kelurahan, dan stakeholder terkait yaitu para
akademisi hukum Agraria dan Pertanahan, Pihak-pihak terkait yaitu Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, Legal Consultan PT. Kereta Api Indonesia,
Perangkat Kecamatan Setempat dan para tokoh masyarakat. Populasi dari
masyarakat terdampak pembebasan lahan rel kereta api menggunakan
teknik accidental sampling sebagai responden yang mengisi kuesioner,
sedangkan para akademisi hukum Agraria dan Pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan, Legal Consultan PT. Kereta Api Indonesia,
Perangkat Kecamatan Setempat dan para tokoh masyarakat menggunakan
purposive sampling yang terlibat dalam focus group discussion.

Berdasarkan data Kecamatan Ma'rang dan Minasate’ne, jumlah
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